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ABSTRAK 

Politik hukum dimaksudkan sebagai visi dan arah hukum yang dipilih dalam 

mencapai tujuan melalui kebijakan hukum. Perubahan sifat kelembagaan Bawaslu 

Kabupaten/Kota dari adhoc menjadi pemanen merupakan salah satu kebijakan hukum 

dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Permanennya Bawaslu 

Kabupaten/Kota dalam UU tersebut dinilai sebagian pihak tidak sesuai dengan beban 

kerja lembaga serta akan membebani anggaran negara. Mengingat ruang lingkup 

pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan Bawaslu hanya pada masa tahapan Pemilu 

atau Pilkada saja. Pendapat tersebut diperkuat dengan diaturnya pelaksanaan Pemilu 

dan Pilkada serentak pada tahun 2024 sebagaimana diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 

2017 tentang Pemilu dan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala 

Daerah. Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak pada tahun yang sama, tentunya 

semakin memperpendek masa pelaksanaan tugas dan fungsi Bawaslu 

Kabupaten/Kota yaitu menjadi satu kali dalam lima tahun. Hal tersebut kemudian 

melatarbelakangi pertanyaan dalam penelitian tesis ini, yaitu: 1. Bagaimana politik 

hukum perubahan status kelembagaan Bawaslu Kabupaten/Kota; 2. Bagaimana 

kedudukan dan implikasi perubahan status kelembagaan pengawas pemilihan umum 

tingkat kabupaten/kota. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum 

normatif atau disebut juga dengan penelitian hukum doktrinal. Penelitian ini 

memanfaatkan data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder 

dan bahan hukum tersier. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa perubahan sifat 

lembaga pengawas Pemilu dilakukan secara bertahap dalam setiap UU yang berbeda. 

Perubahan sifat dimulai dari tingkat pusat sampai ke tingkat kabupaten/kota. Politik 

hukum pembentuk undang-undang memperkuat kelembagaan Bawaslu hingga ke 

tingkat kabupaten/kota adalah untuk menjamin terakomodirnya hak-hak rakyat dan 

terlaksananya fungsi pengawasan melekat serta meminimalisir terjadinya pelanggaran 

dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada. Implikasi dari perubahan status 

kelembagaan Bawaslu kabupaten/Kota menjadi permanen adalah semakin kuatnya 

kemandirian Bawaslu Kabupaten/Kota dalam melaksanakan fungsi pengawasan 

secara melekat kepada KPU Kabupaten/Kota serta memperkuat kelembagaan 

Bawaslu Kabupaten/Kota dalam melakukan penanganan pelanggaran. 

Kata Kunci : Politik Hukum, Bawaslu, ad hoc. 


